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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 7xxxxxxxxxxx1, tempat dan tanggal lahir Lamaeo,

07  Desember  1995,  agama  Islam,  pekerjaan

belum  bekerja,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna,

dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  email

walina95@gmail.com. Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada La Saniati, S.H., M.H dan La Ode

Aslan, S.H., M.H., sebagai Advokat / Pengacara /

Konsultan Hukum pada Kantor La Law Firm La

Saniati & Partners yang berkedudukan di Jalan

Lumba-lumba,  Kelurahan  Laiworu,  Kecamatan

Batalaiworu,  Kabupaten  Muna,  Sulawesi

Tenggara.  Berdasarkan  surat  kuasa  khusus

tanggal 29 Mei 2024 yang telah diregister oleh

Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor :

56/SK/2024/PA.Rh  tanggal  03  Juni  2024,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK : 7xxxxxxxxxxxx1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,

01  Agustus  1991,  agama  Islam,  pekerjaan

Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tanggal  03

Juni  2024  yang  terdaftar  melalui  e-court di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Raha  pada  tanggal  04  Juni  2024  dengan  register  perkara  Nomor

191/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami   isteri  yang  telah

melangsungkan  pernikahan  pada  hari  Selasa  tanggal  03  September  2013

yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti  berupa Kutipan Akta Nikah

Nomor :xxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan di Wakuru, tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami-isteri tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxxxxxxxxx,

Kecamatan  Xxxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Muna  sebagai  kediaman bersama

pertama dan terakhir;  

3. Bahwa dari  pernikahan Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai   2 (dua)

orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

- Anak I,  lahir di  Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 April  2014, umur 10 tahun,

jenis kelamin laki-laki, tinggal bersama Penggugat; 

- Anak II, lahir di Muna tanggal 13 Maret 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin

perempuan, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam  keadaan  rukun  dan  harmonis  namun  sejak  awal  tahun  2022

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis

yakni  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan antara lain : 

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
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- Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

terjadi  pada  bulan  April  tahun  2023  dimana  saat  itu  Penggugat  melihat

Tergugat berkomunikasi dengan wanita lain dengan menggunakan handphon

milik Penggugat dan kemudian Penggugat marah kepada Tergugat akan tetapi

Tergugat tidak terima sehingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga  (KDRT)  dengan  memukul  Penggugat  dan  atas  kejadian  tersebut

Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali dirumah orang tua

Penggugat  yang  beralamat  di  Desa  Xxxxxxxxxxxxxx,  Kecamatan

Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna;

6. Bahwa atas kejadian tersebut  diatas Penggugat  dan Tergugat   telah pisah

tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini yakni selama 1

tahun, dimana Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat beralamat

di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna dan

Tergugat  tinggal  dirumah  orang  tua  Tergugat  beralamat  di Desa

Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna;

7. Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

sudah sulit  dipertahankan lagi,  dan karenanya agar  masing-masing pihak

tidak  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum  maka  perceraian

merupakan  jalan  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan  segala  uraian  tersebut  diatas,  maka  Penggugat  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Raha  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi : 

Primer:
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1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

2) Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT  kepada Penggugat

PENGGUGAT;

3) Menetapkan  biaya  perkara  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya (ex

Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  surat  kuasa  dari  para  Kuasa

Hukum  Penggugat  yang  ternyata  merupakan  Advokat  dan  mempunyai  Kartu

Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang  masih  berlaku  serta  Berita  Acara

Pengambilan Sumpah;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak

berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada

para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan

perkara  ini  melalui  proses  mediasi  dengan  dibantu  oleh  Mediator  Hakim  (H.

Adam, S.Ag), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Juli 2024, ternyata

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa  perkara  a  quo merupakan  perkara  yang  didaftarkan  oleh

Penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  untuk  berperkara  dengan  proses

persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di

persidangan,  Tergugat  juga  bersedia  untuk  berperkara  secara  elektronik  dan

memberikan domisili elektroniknya;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui sidang tertutup untuk

umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan

gugatan dalam aplikasi  e-court,  oleh karena tidak  adanya perbaikan gugatan

dalam  waktu  yang  telah  ditentukan,  selanjutnya  Majelis  Hakim  menyatakan
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bahwa pokok dan isi  surat gugatan Penggugat  dianggap tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim  telah

memberikan  kesempatan  kepada  Tergugat  sebagaimana  agenda  pada  court

calender untuk mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan,  namun hingga batas  waktu  yang telah  ditentukan Tergugat  tidak

mengirimkan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

 Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  Xxxxxxxxxxxxxx,

Kabupaten Muna, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Januari 2015. Bukti

surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan dengan

aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  bermeterai  serta  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Xxxxxxxxxxxxxx,  kabupaten  Muna,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  Desa  Xxxxxxxxxxxxxx  sebagai  tempat

kediaman bersama terakhir; 

- Bahwa Penggugat danTergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

- Bahwa rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  sudah  tidak  rukun dan

tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu; 

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa  penyebab  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  karena  Penggugat  dan  Tergugat  sering

bertengkar; 

- Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  karena

Tergugat  selingkuh  dengan  perempuan  lain  yang  bernama  Wa  Fani

bahkan sempat menikah siri; 

- Bahwa saksi  tidak pernah melihat  Tergugat melakukan KDRT terhadap

Penggugat, tetapi setiap terjadi pemukulan, Penggugat selalu melarikan

diri  di  rumah  saksi  dan  saksi  melihat  ada  bekas  pukulan  di  wajah

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri  tentang peristiwa

tersebut  dan  antara  Tergugat  dan  perempuan  selingkuhannya  tersebut

sempat menikah siri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu)

tahun yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Lamaeo

sedangkan  Tergugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  di  Desa

Xxxxxxxxxxxxxx; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi dengan baik; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan

Penggugat lagi; 

- Bahwa  sebelum  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, namun Tergugat tidak

pernah mau berubah; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali  rukun dengan

Tergugat namun tidak berhasil; 
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Saksi 2, Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  xxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Muna,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Paman Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  Desa  Xxxxxxxxxxxxxx  sebagai  tempat

kediaman bersama terakhir; 

- Bahwa Penggugat danTergugat telah dikaruniai  telah dikaruniai  2 (dua)

orang anak yang saat  ini  kedua orang anak tersebut  tiinggal  bersama

Penggugat; 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

- Bahwa rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  sudah  tidak  rukun dan

tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu; 

- Bahwa  penyebab  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  karena  Penggugat  dan  Tergugat  sering

bertengkar; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar, tetapi pada saat Penggugat datang di rumah orang

tuanya di Desa Lamaeo, Penggugat sering menyampaikan kepada saksi

kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; 

- Bahwa  menurut  cerita  Penggugat  kepada  saksi  bahwa  penyebab

Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  karena  Tergugat  selingkuh

dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu)

tahun yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa saat ini  Penggugat  tinggal  bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi dengan baik; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali  rukun dengan

Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  Para  Saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  serta  menyatakan  telah  mencukupkan  bukti-

buktinya;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  masing-masing  telah  menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat

telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-

undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792

dan 1795 KUHPerdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003  tentang  Advokat  jo.  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat  tanggal  25  September

2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh

karenanya para kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang,  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di  atas,  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa surat  kuasa khusus Penggugat  telah memenuhi

persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Penggugat telah memenuhi

syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili

Penggugat beracara di dalam persidangan perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  kedudukannya

sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam

dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (vide bukti

P),  dengan  demikian  Penggugat  memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing)

untuk mengajukan perkara a quo (persona standi in yudisio); 

Menimbang,  bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  telah diupayakan

untuk  berdamai,  baik  dalam persidangan  oleh  Majelis  Hakim maupun  dalam

proses mediasi oleh Mediator (H. Adam, S.Ag), namun mediasi tersebut tidak

berhasil  mencapai  kesepakatan  damai,  dengan  demikian  telah  terpenuhi

ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154

ayat  (1)  Rbg  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain

serta Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akibatnya

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah

tempat  tinggal  sejak  April  2023 sampai  sekarang,  dan  selama  pisah  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

mengirimkan  jawaban  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  meskipun  oleh

Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi

pokok  permasalahan  dalam  perkara  ini  yaitu:  Apakah  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat hanya

hadir  pada  agenda  mediasi,  selanjutnya  tidak  pernah  hadir  di  persidangan
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maupun mengirimkan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun

karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat  bukti

yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  cerai  gugatnya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan

maksud  ketentuan  Pasal  1888  KUHPerdata  dan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  dan  oleh

karenanya  Majelis  Hakim  menilai  bukti  surat  tersebut  dapat  dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

tanggal 03 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat,  maka bukti  P telah memenuhi  syarat materil  sebagai  akta otentik

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  menikah

pada tanggal 03 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Xxxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Muna  oleh  karena  itu

Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap

dalil-dalil  yang  dipertentangkan  oleh  kedua  belah  pihak  berperkara,  Majelis

Hakim  memandang  perlu  untuk  memeriksa  saksi-saksi  di  persidangan  yang

merupakan  pihak  keluarga  dan  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  pihak

berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I sebagai

saksi  1  Penggugat,  dan  Saksi II  sebagai  saksi  2  Penggugat,  masing-masing

adalah tetangga dan paman Penggugat dengan demikian saksi-saksi Penggugat

tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat,

dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  tersebut  pada  intinya

menjelaskan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri,  bahwa

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik

dan  rukun,  namun  sekarang  tidak  harmonis  lagi  disebabkan  Tergugat

berselingkuh dengan wanita  lain  serta  melakukan KDRT terhadap Penggugat

serta saksi-saksi melihat secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sejak

April  2023 antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini  telah pisah tempat

tinggal; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  keterangan  saksi-saksi  Penggugat

tersebut  secara  bersamaan  memiliki  relevansi  dan  antara  satu  dengan  yang

lainnya  telah  saling  bersesuaian  (mutual  confirmity),  dalam  hal  saksi-saksi

tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi serta telah berpisah rumah, keterangan mana telah memiliki

relevansi secara subtansial  dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat,  oleh

karena  itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat

telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil, maka nilai kekuatan

pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijskracht), dan

berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim

menilai  alat  bukti  saksi  Penggugat  tersebut  telah  dapat  diterima sebagai  alat
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bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya telah

dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang akibat

(rechts gevolg) dari ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  berupa  pisah  rumah  antara  keduanya,  haruslah  dinyatakan

terbukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan

harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  menjalin  hubungan  asmara  dengan  wanita  lain

serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

 Bahwa akibat  dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai sekarang telah

berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

 Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah  untuk

Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi; 

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

 Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas  telah  memberikan

gambaran  tentang  suatu  keadaan  telah  hilangnya  keharmonisan  kehidupan

rumah tangga  bagi  pasangan  suami  istri  sebagaimana  keadaan  yang  terjadi

pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan

rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud
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dari  suatu  keberadaan  perkawinan  sekaligus  dinilai  tidak  sesuai  lagi  dengan

tujuan perkawinan yang diatur  dalam peraturan perundang-undangan tentang

perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya

ketidaksesuaian  antara  harapan  yang  harus  diwujudkan  bagi  kehidupan

pasangan suami  istri  sebagaimana tujuan  perkawinan  dengan  keadaan yang

telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  hukum  secara  normatif  sebagaimana

terurai  di  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di

antaranya  untuk  menciptakan  kedamaian,  ketenteraman  lahir  batin,  bagi

pasangan  suami  istri,  dimana  bobot  perkawinan  seperti  itu  wajib  untuk

dilestarikan,  sebaliknya  apabila  keberadaan  perkawinan  itu  sudah  tidak  lagi

memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna

dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan

oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian

sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri

yang tidak bahagia dan harmonis lagi,  meskipun alternatif  tersebut  dirasakan

cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat

dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi  pisah tempat

tinggal  antara  keduanya  sejak  April  tahun  2023  dan  sejak  saat  itu  antara

keduanya  sudah  tidak  pernah  kembali  bersama  lagi,  hal  tersebut  kemudian

menjadi  qarinah  yang  menambah  keyakinan  Majelis  Hakim  bahwa  selama

berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya

sebagai  pasangan  suami  istri,  sehingga  dengan  demikian  hubungan  rumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut  dipandang  telah  berada

dalam kondisi pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  yang  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  April  tahun  2023,  Majelis

Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995
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tanggal  26  Maret  1997  yang  menyatakan  “bahwa  kehidupan  rumah  tangga

suami  istri  yang  telah  terbukti  retak-pecah  di  mana  keduanya  sudah  tidak

berdiam serumah lagi,  sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup

rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka

dengan  fakta  ini  telah  terpenuhi  alasan  cerai  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di

dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk

mendamaikan,  atau  setidak-tidaknya  menemukan  kemungkinan  untuk  damai

bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan

untuk  menunjukkan  siapa  yang  salah  dan  siapa  yang  benar  di  dalam suatu

perkara  (perceraian),  karena  meskipun  hal  itu  ditemukan,  juga  tidak  ada

manfaatnya  bagi  kedua  belah  pihak,  apabila  kedua  belah  pihak  tidak  dapat

didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam

persidangan,  Penggugat  menunjukkan  sikap  tidak  mau  lagi  hidup  bersama

dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  mempertahankan  rumah

tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga

yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya,

karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan

kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan

kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu

dan hidup bersama lagi,  baik  disebabkan oleh  hal-hal  yang kecil  dan sepele

ataupun  hal-hal  yang  besar  dan  membahayakan,  maka  secara  sosiologis

merupakan  suatu  tindakan  yang  tidak  ada  maslahatnya,  bahkan  bertendensi

untuk  menghadirkan  mudharat  bagi  pasangan  suami  istri  tersebut,  hal  mana
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telah sejalan pula dengan pendapat  pakar  Hukum Islam Dr.  Mustafa Assiba’i

dalam  kitabnya  al-Mar’ah  Baina  al  Fiqh  wa  al-Qanun  halaman  100,  yang

kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ول خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب

هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي

العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

dua orang (suami  istri)  yang berselisih,  terlepas dari  masalah  apakah sebab

terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau

remeh/ringan,  sesungguhnya  yang  lebih  baik  adalah  dengan  mengakhiri

hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut.”

Menimbang  selanjutnya,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  yang  sudah  tidak  dapat  didamaikan  lagi

sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari

1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekcokan terus menerus dan

tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-

saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut”;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  perlu

mengetengahkan  dalil  syar’i  yang  terdapat  dalam  kitab  Fiqih  Sunnah  juz  II

halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni: 

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف

الزوج وكان اليذاء ممّا ليطاق معه دوام العشرة بين

امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة

بائنة

Artinya:  “Dan  bagi  seorang  istri  boleh  mengajukan  perceraian  dari

suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila nampak
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adanya  kemudloratan  dalam  pernikahannya  dan  keduanya  sulit  untuk

didamaikan”; 

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan

kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:  “Menolak  kemafsadatan  lebih  di  dahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  mengacu  pada  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman

Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  (Rumusan  Hukum  Hasil  Pleno  Kamar

Peradilan Agama, pada angka 4), tan  ggal 28 Maret 2014, yang menerangkan

bahwa gugatan cerai  dapat  dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga

sudah  pecah  (broken  marriage)  dengan  indikator  antara  lain:  (1)  Sudah  ada

upaya damai  tetapi  tidak berhasil  (2)  Sudah tidak ada komunikasi  yang baik

antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

bersama,  dan  (5)  Hal-hal  lain  yang  ditemukan  dalam  persidangan  (seperti

adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah  dapat  dikategorikan  rumah  tangga  pecah  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup  rukun  dan  harmonis  lagi  dalam  rumah  tangga  sehingga  gugatan

Penggugat  telah memenuhi  alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum  Islam  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  oleh

karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
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(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi  keduanya  boleh

melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Raha pada hari   Jumat  tanggal  02  Agustus  2024  Masehi  bertepatan

dengan tanggal  27 Muharram 1446 Hijriah oleh  Zulfahmi,S.H.I.,M.H. sebagai

Ketua Majelis,  Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. dan  Badirin, S.Sy, S.Hum.,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

pihak  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Zulfahmi,S.H.I.,M.H.
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Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti

La Sahari, SH.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp.  60.000,00

-  Proses : Rp.  75.000,00

-  Panggilan : Rp.  34.000,00

-  Meterai : Rp.  10.000,00

J u m l a h : Rp.179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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